NOMOR

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI
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PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20024 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);



8.

10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun
2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Menetapkan

dan
WALI KOTA BEKASI
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

1.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kota Bekasi.



(1)

(2)

(3)

. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota

Bekasi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut
dengan RPJPD adalah dokumen Pembangunan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya  disingkat @ RPJMD  adalah  dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Wali Kota, yang merupakan penjabaran dari visi,
misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada
RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang

selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJPD

Pasal 2

RPJPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas
pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar
sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta
mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman dalam penyusunan/perumusan:
a. materi visi, misi dan program calon Wali Kota dan

Wakil Wali Kota;
b. RPJMD; dan
c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
RPJPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi Jawa Barat dan RTRW.



BAB III
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

Sistematika Penyusunan RPJPD, terdiri dari:

a. BAB I

b. BAB II

c. BABIII

d. BAB IV

e. BABV

Pendahuluan,

Berisi uraian Latar Belakang, Dasar Hukum

Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen,

Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen

RPJPD;

Gambaran Umum Kondisi Daerah,

Berisi uraian Kondisi Umum Daerah, Evaluasi

RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, Tren

Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana

Pelayanan Publik serta Pengembangan Pusat

Pertumbuhan Wilayah;

Permasalahan dan Isu Strategis,

Berisi uraian penjelasan tentang permasalahan

dan isu strategis Kota Bekasi;

Visi dan Misi Daerah,

Berisi uraian tentang:

1. Visi Daerah Tahun 2025-2045
Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai
hasil dari pembangunan yang ingin
diwujudkan sampai dengan Tahun 2045;

2. Misi Daerah 2025-2045
Misi adalah upaya-upaya yang akan
dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi
daerah sampai dengan tahun 2045;

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok,

Berisi uraian tentang:

1. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja
pembangunan per lima tahun dalam rangka
pencapaian visi daerah:

a) Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
b) Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
c) Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
d) Arah Kebijakan Periode 2040-2044.

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045
merupakan gambaran rangkaian kinerja
daerah dalam pencapaian pembangunan yang
menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD
Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan
diukur dengan menggunakan indikator pada
level impact dan bersifat progresif.



f. BAB VI Penutup,
Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang
termuat dalam keseluruhan dokumen RPJPD,
sebagai pedoman bagi semua pihak dalam
memfungsikan RPJPD sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 4
Isi dan Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat
(1) meliputi:
a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan
kebijakan RPJPD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJPD; dan
C. pengendahan dan evaluasi terhadap pencapaian RPJPD.
(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6
(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan
daerah yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  sesuai dengan  ketentuan = peraturan
perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd
R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,
Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(12/241/2024)



